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PENDAHULUAN 

Lembaga Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) adalah lembaga 

yang memiliki peran penting dalam 

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) 

dengan menghasilkan guru-guru sebagai 

pendidik yang professional. LPTK harus 

mampu membekali mahasiswa calon guru 

keterampilan-keterampilan sebagaimana 

yang diamanatkan oleh Undang-Undang 

No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. LPTK juga bertanggung jawab 

untuk membekali mahasiswa calon guru 

dengan keterampilan-keterampilan yang 

relevan sehingga dapat beradaptasi dengan 

kemajuan zaman.  

Menurut Undang-Undang No. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru 

adalah pendidik professional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik (Republik 

Indonesia, 2005). Karena langsung 

berhadapan dengan peserta didik maka guru 

berada di garda terdepan dalam 

mewujudkan tujuan Pendidikan nasional 

(Suyato, 2019). Guru sebagai seorang 

pendidik harus menjadi sosok yang adaptif 

(Sekretariat GTK, 2020). Selain harus dapat 

menyesuaikan diri dengan kemajuan 

zaman, guru juga harus dapat 

menyesuaikan diri dengan berbagai 

perubahan paradigma dan perubahan 

kebijakan dalam dunia Pendidikan.  
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Guru adalah bagian warga negara 

yang merupakan aparatur Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia (Kemdikbud). Kemdikbud 

sebagai pengelola bidang pendidikan 

memiliki kebijakan-kebijakan agar 

pelaksanaan program pendidikan dapat 

terarah dan berjalan dengan baik. 

Guru sebagai aparatur Kemdikbud, 

melaksanakan langsung kurikulum dan 

proses belajar mengajar. Guru harus 

memahami dan melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah mengenai bagaimana 

melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan 

melaksanakan Kebijakan-kebijakan yang 

telah ditetapkan itu, diharapkan proses 

pendidikan berjalan lancar sehingga bisa 

mendukung pelaksanaan pembangunan 

bangsa (Wijaksana, 2013) 

Kebijakan-kebijakan pemerintah 

biasanya bersifat umum, oleh karena itu 

guru sebagai pelaksana yang paling 

operasional dan garda terdepan Kemdikbud 

harus memahami dengan baik kebijakan-

kebijakan tersebut. 

Merdeka Belajar adalah salah satu 

program kebijakan baru Kemendikbud. 

Program ini telah telah melahirkan 

beberapa keputusan-keputusan 

diantaranya, Pertama, penggantian Ujian 

Nasional (UN) dengan Asesmen 

Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei 

Karakter (SK). Kedua, penghapusan Ujian 

Sekolah Berstandar Nasional 

(USBN). Ketiga, penyederhanaan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Keempat, peraturan Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi (Lestari, 

2020).  

Kebijakan Merdeka Belajar ini 

mendapatkan perhatian dari masyarakat 

khususnya guru-guru yang tersebar di 

seluruh pelosok Indonesia. Terdapat pro 

dan kontra terhadap kebijakan Merdeka 

Belajar (Gerald, 2020; H. Prabowo, 2020). 

Namun walaupun demikian, sebagai 

aparatur negara, guru harus melaksanakan 

kebijakan tersebut.   

Program Studi Pendidikan Kimia 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan   

Universitas Tanjungpura (PS Pendidikan 

Kimia FKIP UNTAN) sebagai LPTK 

bertanggung jawab untuk mempersiapkan 

mahasiswa calon guru untuk bertugas 

sebagai aparatur negara. Untuk itu, isu-isu 

terkait kurikulum termasuk bagian dari 

pembelajaran yang dilalui oleh mahasiswa. 

Mahasiswa diharapkan untuk peka dan 

mampu melakukan analisis terhadap isu-isu 

terkait perkembangan dunia pendidikan 

termasuk mengenai kebijakan Merdeka 

Belajar. Sebagai SDM maka penting bagi 

mereka untuk dapat memberikan sikap 

terhadap kebijakan-kebijakan Pendidikan 

yang sedang berjalan saat ini. Penelitian ini 

dilakukan untuk mendiskripsikan tingkat 

persetujuan mahasiswa PS Pendidikan 

Kimia FKIP UNTAN terhadap kebijakan 

Merdeka Belajar. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah survey 

dengan tipe cross sectional survey. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk 

mendapatkan informasi tentang opini dari 

subjek penelitian melalui satu kali 

pengambilan data  (Fraenkel, Wallen, & 

Hyun, 2012). Penelitian ini dilakukan di 

Pontianak kepada 42 subjek penelitian yang 

merupakan mahasiswa PS Pendidikan 

Kimia FKIP UNTAN tahun akademik 

2019-2020. Responden adalah mahasiswa 

yang sedang mengikuti mata kuliah Strategi 

Belajar Mengajar Kimia secara daring 

selama 14 minggu. Alat pengumpul data 

yang digunakan adalah kuisioner dengan 

skala Likert dengan tujuan untuk mengukur 

tingkat persetujuan mahasiswa terhadap 

kebijakan Merdeka Belajar. Mahasiswa 
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menentukan tingkat persetujuannya dengan 

memilih salah satu pilihan yang tersedia. 

Format kuisioner yang diberikan kepada 

mahasiswa disediakan dengan empat skala 

sebagai berikut : 1. Sangat Setuju (SS); 2. 

Setuju (S); 3. Tidak Setuju (TS); 4. Sangat 

Tidak Setuju (SST). Kuisioner terdiri dari 4 

pernyataan yang diberikan kepada 

responden melalui platform aplikasi 

Google Form. Melalui Platform Aplikasi 

Google Form ini, setiap pernyataan wajib 

ditanggapi oleh responden dengan tujuan 

untuk menghindari menghindari terjadinya 

kehilangan data.  Penelitian diawali dengan 

observasi terhadap mahasiswa. Mahasiswa 

yang telah mengikuti dan mendapatkan 

selutruh materi perkuliahan kemudian 

ditetapkan sebagai responden. Penetapan 

mahasiswa sebagai responden setelah 

mahasiswa mengikuti dan mendapatkan 

seluruh materi perkuliahan adalah supaya 

mahasiswa dapat memberikan tanggapan 

yang sesuai dengan pengetahuan mereka 

terhadap kebijakan Merdeka Belajar. 

Dengan demikian tanggapan yang yang 

diberikan mahasiswa merupakan tanggapan 

yang sebenar-benarnya.  Pada minggu ke-

14, kuisioner kemudian disebarkan kepada 

responden melalui WAG. Kuisioner yang 

disebar dilengkapi dengan pernyataan 

mengenai jaminan kerahasiaan indentitas 

responden. Pada minggu ke-15, data yang 

terkumpul di Google Form kemudian 

diunduh dan diolah kembali di dalam 

platform aplikasi Microsoft Excel. Melalui 

platform aplikasi Microsoft Excel tersebut 

kemudian data disusun dalam bentuk tabel 

pernyataan versus persetujuan dalam skala 

persentase. Tabel kemudian 

direpresentasikan kembali dalam bentuk 

diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini 

kemudian ditafsirkan sebagai persepsi 

mahasiswa Pendidikan Kimia terhadap 

kebijakan Merdeka Belajar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Empat puluh dua (42) mahasiswa 

diminta untuk mengisi kuisioner mengenai 

kebijakan Merdeka Belajar. Persepsi 

mahasiswa terhadap kebijakan Merdeka 

Belajar dapat dilihat pada Tabel 1 

 

Tabel 1 Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan 

Merdeka Belajar 

Kebijakan 
SS S ST STS 

F% F% F% F% 

1 
2 38 2 0 

4,76 90,48 4,76 0,00 

2 
7 25 10 0 

16,67 59,52 23,81 0,00 

3 
10 29 3 0 

23,81 69,05 7,14 0,00 

4 
4 22 15 1 

9,52 52,38 35,71 2,38 

     

Sangat Setuju  : SS    

Setuju : S     

Tidak Setuju : ST    

Sangat Tidak Setuju : STS    

     
Kebijakan 1 : Penggantian Ujian Nasional (UN) 

dengan Asesmen Kompetensi 

Minimal (AKM) dan Survei 

Karakter (SK) 

Kebijakan 2 : Penghapusan Ujian Sekolah 

Berstandar Nasional (USBN) 
Kebijakan 3 : Penyederhanaan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kebijakan 4 : Peraturan Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) Zonasi 

 

Merdeka Belajar merupakan solusi 

bagi masalah yang begitu rumit di Sekolah 

(Hendri, 2020). Ada empat kebijakan 

Merdeka Belajar yang dilaksanakan di 

Sekolah yaitu, penggantian UN dengan 

AKM dan SK, penghapusan USBN, 

penyederhanaan RPP, dan pelaksanaan 

PPDB zonasi.  

Kebijakan pertama dari Merdeka 

Belajar yang menuai pro dan kontra yaitu 
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penggantian UN dengan AKM dan SK. 

Berdasarkan Diagram 1, mayoritas 

mahasiswa PS Pendidikan Kimia 

menyetujui kebijakan ini. Pelaksanaan UN 

cenderung memberikan dampak yang 

negatif. Mulai dari munculnya tindak 

kecurangan (Ferdiansah, 2019) dimana 

guru bekerja sama dengan siswa dengan 

cara membagikan kunci jawaban. UN pun 

menjadi formalitas belaka. Selain itu UN 

juga tidak berpihak pada pengembangan 

minat dan bakat (Mujahidah, 2019). Tidak 

semua orang memiliki minat dan bakat 

yang sama. Beberapa diantaranya ada yang 

tertarik pada bidang seni, tetapi tidak 

memiliki bakat di olah raga dan sebaliknya. 

Berdasarkan fungsinya, UN tidak lagi 

menjadi syarat kelulusan ataupun syarat 

seleksi masuk ke perguruan tinggi 

(liputan6.com, 2020) sehingga UN tidak 

lagi menjadi standar kemampuan siswa. 

Kekurangan-kekurangan ini lebih 

dirasakan dibandingkan kelebihan-

kelebihan pelaksanaan UN seperti 

meningkatkan semangat belajar siswa dan 

kinerja guru (Fachiroh, 2020).  

 

Diagram 1 Persetujuan Terhadap Kebijakan  
Penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen 

Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter (SK) 

Kebijakan kedua dari Merdeka 

Belajar adalah penghapusan USBN 

(Republik Indonesia, 2019b). Berdasarkan 

Diagram 2, mayoritas mahasiswa PS 

Pendidikan Kimia menyetujui kebijakan ini 

dengan sebagian kecil yang lain memilih 

tidak setuju dan sangat setuju. Polemik ini 

setidaknya juga menjadi gambaran apa 

yang terjadi secara nasional. Pihak yang 

setuju dengan penghapusan,  menyatakan 

bahwa pelaksanaan USBN belum holistik 

dan komprehensif (P. Prabowo, 2019). 

Sedangkan pihak yang tidak menyetujui 

penghapusan USBN berpendapat bahwa 

hal tersebut dapat disalahgunakan. Ujian 

Sekolah (US) sebagai pengganti USBN 

dapat menjadi formalitas jika tidak ada 

komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan (duta.co, 2020) seperti, plagiasi 

dari bank-bank soal yang telah tersedia 

(cnnindonesia.com, 2020) 

 

Diagram 2 Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar 

Nasional (USBN) 

Kebijakan ketiga adalah 

penyederhanaan RPP (Republik Indonesia, 

2019c).  Berdasarkan Diagram 3, mayoritas 

mahasiswa menyetujui kebijakan ini. 

Kebijakan ini sangat memperhatikan 

prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada 

siswa (Lestari, 2020). Dengan demikian, 

RPP untuk tiap pertemuan (Republik 

Indonesia, 2016) dapat dibuat dalam satu 

halaman, dengan memperhatikan bahwa 

fungsi RPP adalah untuk mengarahkan 

kegiatan peserta didik (Mayudana & 

Sukendra, 2020). Hal ini mendapat 

sambutan baik bagi guru yang pro terhadap 

kebijakan ini sehingga tidak lagi disibukkan 

dengan beban admisnistrasi yang berat 

(Aryanta, 2020; kumparan.com, 2019; 

Orowala, 2020). Namun di lain pihak, 

muncul kekhawatiran akan terjadi jiplak 

yang bermula pada lemahnya antusiasme 

mengajar (Khotimah, 2020). 
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Diagram 3 Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

Kebijakan keempat adalah 

peraturan PPDB Zonasi (Republik 

Indonesia, 2019a). Berdasarkan Diagram 4, 

mayoritas mahasiswa menyetujui kebijakan 

ini. Kebijakan ini juga melahirkan pro dan 

kontra. Bagi pihak yang pro terhadap 

kebijakan ini, PPDB Zonasi membantu 

memberikan akses kepada siswa untuk 

dapat belajar di sekolah terdekat. Berbeda 

dengan pihak yang kontra, PPDB Zonasi 

dapat membuat siswa berprestasi 

terabaikan, proses pembelajaran dapat 

menjai tidak efektif, dan timbulnya ruang 

lingkup belajar yang buruk (Wulandari, 

2020) 

 

Diagram 4 Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) Zonasi. 

KESIMPULAN 

Merdeka Belajar adalah program 

kebijakan baru Kemendikbud RI yang 

dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju. 

Kebijakan tersebut diantaranya 

Penggantian Ujian Nasional (UN) dengan 

Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan 

Survei Karakter (SK), Penghapusan Ujian 

Sekolah Berstandar Nasional (USBN), 

Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), dan Peraturan 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

Zonasi. Kebijakan ini melahirkan pro dan 

kontra di kalangan Mahasiswa PS 

Pendidikan Kimia dengan proporsi 

mahasiswa yang pro lebih dari pada yang 

kontra. 
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